
Mengingat : 1. LJndang-undangNomor 45 Tahun 1999 tentanq
Pembentukan Provinsi Irian Jays Tengah, Provinsi
l(ian Jaya Barat, Kabupaten Pantal, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(LernoaranNegara Republik IndonesiaTahun 1999
Nomor 173, Tarnbahan LernbaranNegara -Republik
lndonesla Nornor 3894) sebagaimanatelah diubah
qangen Undang~~Jnd~n9Nomar 5 Tahun 2000

Menimbang:a. banwadalamrangkapelaksanaanketentuanPasal 5
ayet (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 1.6 Tahun 2000 tentang Pembagian HasH
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
dipandang perlu untuk mengatur pembagian dan
panggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Sangunan (SP-PBB) Bagian Pemerintah Provinsi
PapuaBarat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf III di atas, perlu ditetapkan dengan
PeraturanGubemurPapuaBarat;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA eSA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

PEMBAGIAN D~ PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI PAPUA BARAT KEPADA APARAT

DINAS TEKNIS PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 900/9N/2011 TAHUN 2011

TENTANG

GUBERNUR PAPUA BARAT



tentang Perubahan atas Undang-undang Nornor 45
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian
Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten
Penial, Kabupaten Mlmika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000)
sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 0181PUU-II2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bag! Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 1$5,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia
Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonoml Khusus bagi Provinsi Papua
meniadi Undang-Undang (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884):

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentanq
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286):

4. Undang-Undang Nemor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(104
Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389):

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), s.ebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir ctengan Undang-Undang Nemor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas {Jndang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844');



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Nagata
Repub~k Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000
tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 iiahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Nagata
Tahun 2005 Nomor 137);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsl dan
Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (t.ernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
206/PMK0712010 tentang Perkiraan Alokasi Dana
Bagi Pemungutan Pajak Bumi dan Banqunan Bagian
Provinsi dan KabupatenlKota Tahun Anggaran 2010;

12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4
Tahun 2009 tentang Organisasi Tata IKeda Dinas·
Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor
34);

13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran [)aerah Provinsi Papua
Barat Tahun 2011 Nomor 47);

14. Peraturan Gubemur Papiua Barat Nomor
903/1/111/2011 Tahun 2011 tentang Peniabaran
Anggaran Pendapatandan Belania Daerah Provinsi
PapuaBarst TahunAnggaran201l.



BABII
PEMBEBANAN ALOKASI BIAYA ·PEMIINGUTAN

Pasal 3
(1)Hasil penerimaaan biaya pemungutan PBB bagian Pemerintah

Provinsi Papua Barat sebagarmana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan Penerirnaan Daerah dan dianggarkan !J(edalam
AnggaranPendapatandan Belanja[)aerah (APBD)setiap tahun.

Pasal 2
. Sumber Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dlmaksud dalarn
Pasal 1 ayat (3) untuk bagian Provlnsi Papua Barat merupakan
kewenanganprovinsidalam pengaturanpembagiandan penggun~an
biayapemungutanpajakbumi dan bangunantersebut.

Paul 1
(1) SumberBiayaPemungutanPBBadalahdari 5 (lima)sektor :

a. SektorPerdesaan;
b. SektorPerkotaan;
c. SektorPerkebunan;
d. SektorKehutanan;dan
e. SektorPertambangan.

(2) Suber Biaya Pemungutan PBB Sektcr Perdesaarodan Sektor
PerkotaanbagianKabupaten/Kota.

(3) Sumber Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, sektor
Kehutanan dan Sektor Pertambangan bagian Pemerintah
Provinsi.

BABI
SUMBER BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN(BP-PBB)

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TI:NTANG
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK BUM I DAN BANGUNAN
BAGIAN PROVINSl PAPUA BARAT KEPADA APARAT
DINAS TEKNIS PROVINSI PAPUA BARAT.

MEMUTUSkAN:



Pasal7
Peraturan Gubemur ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuanapabila dikernudianhan terdapat kekeliruanakan
diperbaikisebagaimanamestinya.

Pasal 4
Pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan (PBB)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diatur sebagai
berikut :
a. Pejabat PemerintahProvinsi Papua Barat sebesar 10% (sepuluh

persem;
b. Tim IntensifikasjPBB tingkat Provinsi Papua Barat sebesar 20%

(duapuluhpersen);
c. Aparat Instansi Pelaksanaa Teknis dl Provinsi Papua Barat

sebesar70% (tujuhpuluhpersen).

Pasal 5
Biaya Pemungutan PBB bagian Pemerintah Provinsi Papua Barat
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 4 hurut b, digunakan untuk
mendukung pernbiayaan kegiatan pemungutan PBB yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Bsrat, sehubungan
dengan belum dibentuknya Tim Intensifikasi PBB tingkat Provinsl
Papua Barat Tahun 2010 maka dana tersebut dlkernbalikanke kas
DaerahProvinsiPapuaBaret.

Pasal 6
BiayaPemungutanPBBsebagaimanadimaksuddalarnPasal4
hurufC, drslokasikanpembagiannyauntuk :
a. Aparat Dinas PendapatanDaerah Provinsi Papua Barat sabesar

50% (limapuluhpersen);
b. Aparat Kantor SAMSAT se Provinsi Papua Barat sebesar 20%

(duapuluhpersen):
c. Aparat DinasPertambanganEnergi ProvinsiPapuaBaratsebeser

30% (tiga puluhpersen);
d. Dalam pembagian biaya pemungutan PBB datur lebih lanjut

dengan Kepuutusn Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
PapuaBaratyangdiberikanper triwulan.

,;

(2) Biaya pemungutan PBB dibebankan kepada Dokurnen
Pelaksanaan Anggaran (OPA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Papua Barat.



Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Oalam Nagerl RI dl Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Oirektur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Oirektur Jenderal Pajak Daerah dan Retribusl Daerah Kementerlan

Keuan93n RI di Jakarta;
5. Oirektur PBB dan BPfffB Direktoral Jenderalm Pajak Kementerlan

Keuangan di Jakarta;
6. Ketua PPRPB di Manokwari;
7. KepalaKanwil, Dire!qorat Jenderal Paj'akPapua dan Maluku. di Jayapura;
8. KepalaDines Pendapatan Daerah ProvlnslPapua Batat di Manokwari;
9. Kepala Badan Pengelotaan Keuangan dan Aset Daerah Pro'Jjnsi Papua

Bara.tdi Manokwarl. .

Untuk sallnan sesual dengan asJinya

KEPALA BIRO HUKUM.

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUABARATTAHUN2011 NOMOR 162

Ditetapkan di Manokwari
pada tanooal 1'6 Me1201 f

GUBERNURPAPUA SARAT,

CAPmD

ABRAHAM O. ATURURIDlundangkan di Manokwari
pacta tanggal18 Mei2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TID

MARTHEN LUTHER RUMADAS

Agar setiap orang mengetahuinys, memenntankan pengundangan
Peraturan Gubemur Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Papua Barat.


